Menimbang

Mengingat

BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Keuangan Negara (lembaran Negara

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);




10.

11.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6883);
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indoesian Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 799).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

SUMENEP
dan
BUPATI SUMENEP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024.
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Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

PO

BN

10.

Daerah adalah Kabupaten Sumenep;

Bupati adalah Bupati Sumenep;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep;
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sumenep;

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang
melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah;
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah;
Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah daerah yang diakui

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran berkenaan;

Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui

sebagaipengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran berkenaan;

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah
pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber daerah sendiri yang .
dipungut berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 2
APBD Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Rp. 2.506.975.081.086,00

2. Belanja Rp. 2.796.369.556.994,00

(Defisit) (Rp. 289.394.475.908,00)

3. Pembiayaan Rp. 289.394.475.908,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan Rp. 0,00

Pasal 3

PAD tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar
Rp.2.506.975.081.086,00 (Dua Trilyun Lima Ratus Enam Milyar
Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Puluh Satu Ribu
Delapan Puluh Enam Rupiah), yang bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah;

b. Pendapatan transfer;dan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
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Pasal 4

(1) Anggaran PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
direncanakan sebesar Rp.257.095.557.601,00 (Dua Ratus Lima
Puluh Tujuh Milyar Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh
Tujuh Ribu Enam Ratus Satu Rupiah), yang terdiri atas:

a. Pajak daerah;

b. Retribusi daerah;

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. Lain-lain PAD yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.42.942.000.000,00 (Empat Puluh Dua
Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp.10.070.004.579,00 (Sepuluh Milyar
Tujuh Puluh Juta Empat Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan
Rupiah). .

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp.15.420.000.000,00 (Lima Belas Milyar Empat Ratus
Dua Puluh Juta Rupiah).

(5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp.188.663.553.022,00 (Seratus
Delapan Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta
Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Dua Rupiah).

Pasal 5

(1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.2.239.404.187.485,00
(Dua Trilyun Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus
Empat Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus
Delapan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. Pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp.2.133.259.292.838,00 (Dua Trilyun Seratus Tiga Puluh Tiga
Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan
Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.106.144.894.647,00
(Seratus Enam Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Delapan

Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh
Tujuh Rupiah).

Pasal 6

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf c¢ direncanakan sebesar
Rp.10.475.336.000,00 (Sepuluh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh

Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) yaitu
Pendapatan hibah.




Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan
sebesar Rp.2.796.369.556.994,00 (Dua Trilyun Tujuh Ratus
Sembilan Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta
Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh
Empat Rupiah), yang terdiri atas:

Belanja operasi;

Belanja modal;

Belanja tidak terduga; dan

Belanja transfer.

po o

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.894.257.957.847,00
(Satu Trilyun Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Milyar Dua
Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh
Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri
atas:

a. Belanja pegawai;

b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja subsidi;

d. Belanja hibah; dan

e. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.1.070.838.086.835,00 (Satu Trilyun
Tujuh Puluh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta
Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima
Rupiahyj.

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp.630.603.371.237,00 (Enam
Ratus Tiga Puluh Milyar Enam Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh
Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah).

(4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c direncanakan sebesar Rp.4.000.000.000,00 (Empat Milyar
Rupiah).

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp.184.859.295.775,00 (Seratus Delapan
Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta
Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh
Lima Rupiah).

(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp.3.957.204.000,00 (Tiga Milyar

Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Ribu
Rupiah).
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Pasal 9

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf b direncanakan sebesar Rp.347.724.347.717,00 (Tiga
Ratus Empat Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat
Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas
Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja modal tanah;

b. Belanja modal peralatan dan mesin;

c. Belanja modal gedung dan bangunan;

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
e. Belanja modal aset tetap lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp.10.356.703.000,00 (Sepuluh
Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu
Rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp.99.953.371.836,00 (Sembilan Puluh Sembilan Milyar
Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh
Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp.151.498.251.607,00 (Seratus Lima Puluh Satu Milyar Empat
Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu
Ribu Enam Ratus Tujuh Rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp.85.312.193.274,00 (Delapan Puluh Lima Milyar Tiga Ratus
Dua Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus
Tujuh Puluh Empat Rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.603.828.000,00 (Enam
Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf ¢ direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima
Milyar Rupiah).

Pasal 11

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf d direncanakan sebesar Rp.549.387.251.430,00 (Lima
Ratus Empat Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh
Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga
Puluh Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil; dan
b. Belanja bantuan keuangan.
(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (Lima Milyar
Rupiahy).
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(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp.544.387.251.430,00 (Lima
Ratus Empat Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh
Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga Puluh
Rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan
sebesar Rp.289.394.475.908,00 (Dua Ratus Delapan Puluh
Sembilan Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat
Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Rupiah), yang
terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan; dan

b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.326.619.475.908,00
(Tiga Ratus Dua Puluh Enam Milyar Enam Ratus Sembilan Belas
Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan
Rupiah), yang terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
dan
b. Pencairan Dana Cadangan.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp.264.219.475.908,00 (Dua Ratus Enam Puluh Empat
Milyar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh
Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Rupiah).

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp.62.400.000.000,00 (Enam
Puluh Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah).

Pasal 14

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar
Rp.37.225.000.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Dua
Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan; dan
b. Penyertaan modal daerah;

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp.25.000.000.000,00 (Dua
Puluh Lima Milyar Rupiah).

(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp.12.225.000.000,00 (Dua Belas
Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
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Pasal 15

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran
belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar
(Rp.289.394.475.908,00) (Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan
Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh
Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Rupiahj.

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan
sebesar Rp.289.394.475.908,00 (Dua Ratus Delapan Puluh
Sembilan Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat
Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Rupiah).

Pasal 16

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak,
Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu
yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya
dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024,
dengan tata cara sesuai cara terlebih dahulu melakukan
perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan
APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya
disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau

kejadian luar biasa;
~ b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu
kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun
anggaran berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang
bersifat wajib;

c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah
Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta
amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah
Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. LampiranI Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;
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2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi;

3. Lampiran Il  Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;

4. LampiranIV  Rekapitulasi Belanja Menurut  Urusan
PemerintahanDaerah, Organisasi, Program,
Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan
beserta Sub Keluaran;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk
Keselarasan dan  Keterpaduan  Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI = Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Surat
Perintah Membayar;

7. Lampiran VII  Sinkronisasi Program pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dengan Rancangan APBD;

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah
Daerah dan Plafon Program Anggaran
Sementara dengan Rancangan APBD;

9. LampiranIX  Sikronisasi Program Prioritas Nasional dan
Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas
Kabupaten/ Kota;

10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;

11. Lampiran XI = Daftar Piutang Daerah;

12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi
Daerah Lainnya;

13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah serta Aset
Lain-lain;

14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran
Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan
Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran
Yang Direncanakan;

15. Lampiran XV  Daftar Dana Cadangan;

16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2024 diatur dalam Peraturan Bupati.




Pasal 19
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 11 Desember 2023

BUPATI

Diundangkan di : Sumenep
pada tanggal : 11 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMENEP

Ir. EDY RASIYADI, M.Si
Pembina Ytama Madya
NIP. 196548¢8 199003 1 014

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2023 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 224-7/2023
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Lampiran | : Peraturan Daerah
Nomor : 7 Tahun 2023
Tanggal : 11 Desember 2023

KABUPATEN SUMENEP
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 257.095.557.601,00
4.1.01 Pajak Daerah 42.942.000.000,00
4.1.02 Retribusi Daerah 10.070.004.579,00
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 15.420.000.000,00
4.1.04 Lain-fain PAD yang Sah 188.663.553.022,00
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.239.404.187.485,00
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.133.259.292.838,00
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 106.144.894 647,00
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 10.475.336.000,00
4.3.01 Pendapatan Hibah 10.475.336.000,00
Jumlah Pendapatan 2.506.975.081.086,00
5 BELANJA DAERAH
54 BELANJA OPERASI 1.894.257.957.847,00
5:1.01 Belanja Pegawai 1.070.838.086.835,00
5102 Belanja Barang dan Jasa 630.603.371.237,00
5.1.04 Belanja Subsidi 4.000.000.000,00
5.1.05 Belanja Hibah 184.859.295.775,00
51106 Belanja Bantuan Sosial 3.957.204.000,00
5:2 BELANJA MODAL 347.724.347.717,00
5.2.01 Belanja Modal Tanah 10.356.703.000,00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 99.953.371.836,00
52103 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 151.498.251.607,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 85.312.193.274,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 603.828.000,00
53 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.000.000.000,00
53101 Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000,00
54 BELANJA TRANSFER 549.387.251.430,00
5.4.01 Belanja Bagi Hasil 5.000.000.000,00
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 544.387.251.430,00
Jumiah Belanja 2.796.369.556.994,00
Total Surplus/(Defisit) -289.394.475.908,00
6 PEMBIAYAAN DAERAH
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 326.619.475.908,00




KODE URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3

6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 264.219.475.908,00
6.1.02 Pencairan Dana Cadangan 62.400.000.000,00
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 37.225.000.000,00
6.2.01 Pembentukan Dana Cadangan 25.000.000.000,00
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 12.225.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 37.225.000.000,00

Pembiayaan Netto 289.394.475.908,00
6:3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00

Bupati Sumenep

ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO
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KABUPATEN SUMENEP

Lampiran [l : Peraturan Daerah
Nomor : 7 Tahun 2023

Tanggal : 11 Desember 2023

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

PENDAPATAN DAERAH

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH DASAR HUKUM

% PENDAPATAN DAERAH 2.506.975.081.086,8
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 257.095.557.601,00
4.1.01 Pajak Daerah 42.942.000.000,00 |Perbup No.5 Th. 2018

Perbup NG.6 Th. 2078
4.1.02 Retribusi Daerah 10.070.004.579,00 |Perbup No.7 Th. 2018

Perbup No 8 Th. 2018
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 15.420.000.000,00 | PMDN No.19 Th. 2016
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 188.663.553.022,00 | PMDN No.19 Th. 2016
42 PENDAPATAN TRANSFER 2239.404.187.485.0 | Perpres No. 76/2023
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.1 33'259'292'838'3
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 106.144.894.647,00
43 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 10.475.336.000,00 | Perpres No. 76/2023
4.3.01 Pendapatan Hibah 10.475.336.000,00

BELANJA DAERAH

Urusan .
Pemeirtahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan

: 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Organisasi

: 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Unit Organisasi

: 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Program

: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Indikator Hasil

: Persentase Lembaga yang berakreditasi A

Kegiatan

: 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: APK SD/MI/PAKET A

APM SD/MI/PAKET A

Persentase Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTS
Persentase Angka Putus Sekolah SD

Rasio siswa dengan rombel

Rasio siwa dengan guru

Sub Kegiatan

: 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Indikator Keluaran

: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
52 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.165.000.000,00
Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

14




Program s null null
Indikator Hasil -
Kegiatan : null null
Indikator Keluaran -
Sub Kegiatan . null null
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null
[object Object] null 0,00

PEMBIAYAAN DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
6 PEMBIAYAAN DAERAH
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 326.619.475.908,00
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 264.219.475.908,00
6.1.02 Pencairan Dana Cadangan 62.400.000.000,00
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 37.225.000.000,00
6.2.01 Pembentukan Dana Cadangan 25.000.000.000,00
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 12.225.000.000,00

Bupati Symenep

ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO
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Lampiran VI : Peraturan Daerah
Nomor : 7 Tahun 2023
Tanggal : 11 Desember 2023

KABUPATEN SUMENEP

REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM

TAHUN ANGGARAN 2024

No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokas:’?;l)ggaran
1 2 3 4

A SPM Bidang Pendidikan

1l

Pendidikan Anak Usia Dini

Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi
Layanan di Bidang Pendidikan

317.057.400,00

Pembangunan Ruang Kelas Baru

228.000.000,00

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD

410.000.000,00

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 244 .999.000,00
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga

Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 2= s BI000
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang 250.000.000,00

Pendidikan

Total

1.475.056.200,00

Pendidikan Dasar

Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi
Layanan di Bidang Pendidikan

479.997.900,00

Pembangunan Ruang Kelas Baru

2.610.000.000,00

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

38.233.700,00

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

600.000.000,00

Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik

3.000.000.000,00

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah
Dasar

250.000.000,00

Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi
Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

518.871.250,00

Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks

Peserta Didik 210.000.000,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 20.058.710.000,00
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang 275.000.000,00

Pendidikan

Total

28.040.812.850,00
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Alokasi Anggaran

No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan (Rp)
1 2 3 4
Total 176.903.547,00
53 Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan 0,00
kebakaran Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan

Edukasi Masyarakat

Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam

Daerah Kabupaten/Kota S

Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 0,00

Pencegahan Kebakaran dalam Daerah 138.596.800,00
Kabupaten/Kota

Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan

Non Kebakaran B.as
Total 1.025.759.609,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 2.196.490.822,00
F SPM Bidang Sosial
i Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan 45.000.000,00
bagi korban bencana Kabupaten/kota dan Fasilitasi Sosial
penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat
yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga
kabupaten/ kota Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,
Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis 419:541.590.0d]
dan Masyarakat
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 0,00
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 0,00
Penyediaan Alat Bantu 0,00
Penyediaan Permakanan 0,00
Penyediaan Sandang 0,00
Total 464.941.500,00
2. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Pelayanan Dukungan Psikososial 0,00
Sosial
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 0,00
Penyediaan Makanan 368.944.000,00
Penyediaan Sandang 0,00
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 0,00
Total 368.944.000,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial 833.885.500,00

Bupati Sumenep

ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO




Lampiran VIl : Peraturan Daerah
Nomor : 7 Tahun 2023
Tanggal : 11 Desember 2023

KABUPATEN SUMENEP

SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN RANCANGAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2024

RANCANGAN
KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) APED (Rp)

1 2 3 4
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.733.851.152.080,0 | 566.585.729.703,00
KABUPATEN/KOTA 0

01 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 284.771.552.558,00 | 205.145.937.265,00

01 | 03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 11.674.302.004,00 0,00

01 | 04 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 66.945.893.270,00 |  15.778.897.300,00

01 | 05 | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 2.496.180.742,00 0,00

01 | 06 | PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA 1.215.445.834,00 0,00

02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

02 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.733.851.152.080,0 | 362.133.089.382,00
KABUPATEN/KOTA 0

02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 250.750.897.594,00 | 151.875.057.288,00
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

02 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA 170.160.308,00 |  13.877.354.400,00
KESEHATAN

02 | 04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN 1.300.371.394,00 26.645.700,00
MAKANAN MINUMAN

02 | 05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN  4.501.615.440,00 387.954.800,00

03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

03 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.733.851.152.080,0 |  19.099.286.297,00
KABUPATEN/KOTA 0

03 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 44.803 457.994,00 7.978.354.384,00

03 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM 17.561.053.074,00 | 10.360.755.000,00
PENYEDIAAN AIR MINUM

03 | 04 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN 18.573.807.782,00 0,00
PERSAMPAHAN REGIONAL

03 | 05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AR 31.803.274.132,00 |  17.513.489.042,00
LIMBAH

03 | 06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM 23.438.645.616,00 4.583.310.996,00
DRAINASE

03 | 07 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 1.197.485.162,00 0,00

03 | 08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 71.849.109.720,00 |  65.935.825.159,00

03 | 09 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 2.418.920.028,00 0,00

03 | 10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 191.597.625.918,00 |  77.516.785.534,00

03 | 11 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 129.766.760,00 1.524.927 905,00

03 | 12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 652.559.120,00 1.225.455.802,00
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RANCANGAN
DE
KO URAIAN RPJMD/RPD (Rp) APED (Rp)
1 2 3 4
01 03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN 3.259.123.390,00 735.596.277,00
ASISTENSI
UNSUR KEWILAYAHAN
01 KECAMATAN ADMINISTRASI
01 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.733.851.152.080,0 1.241.511.905,00
KABUPATEN/KOTA 0
01 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.733.851.152.080,0 |  63.878.695.568,00
KABUPATEN/KOTA 0
01 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 780.254.880,00 381.921.522,00
PELAYANAN PUBLIK
01 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 12.365.422.880,00 3.249.418.316,00
KELURAHAN
01 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 1.480.072.996,00 514.569.300,00
UMUM
01 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 67.289.558.728,00 2.063.417.400,00
UMUM
01 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN 2.918.026.814,00 1.014.057.700,00
DESA
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
01 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.733.851.152.080,0 3.847.623.366,00
KABUPATEN/KOTA 0 |
01 02 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER 1.996.435.428,00 1.454.046.392,00 |
KEBANGSAAN
\
01 03 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN 2.639.113.350,00 |  68.458.067.800,00 |
LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
01 04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI 301.208.782,00 72.154.000,00
KEMASYARAKATAN
01 05 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN 3.830.130.320,00 618.785.400,00
EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
01 06 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN 1.458.075.788,00 1.244.462.100,00
PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS| PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL

Bupati Sumenep

Uzl WQNGSOJUDO
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Lampiran X : Peraturan Daerah

Nomor : 7 Tahun 2023
Tanggal : 11 Desember 2023

KABUPATEN SUMENEP
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2024
ESELON NON ESELON
GOLONGAN / RUANG l ) " v TENAGA STAF JUMLAH
FUNGSIONAL

Golongan IV/e 0 0 0 0 0 0

Golongan IV/d 0 1 0 0 4 0

Golongan IV/c 0 18 0 23 0 42
Golongan IV/b 0 11 47 5 1226 0 1289
Golongan IV/a 0 0 83 33 607 13 736
JUMLAH GOLONGAN IV 0 30 131 38 1860 13 2072
Golongan Ill/d 0 0 30 123 862 149 1164
Golongan lli/c 0 0 58 461 72 595
Golongan llI/b 0 0 0 47 756 490 1293
Golongan lll/a 0 0 24 358 614 996
JUMLAH GOLONGAN Il 0 0 34 252 2437 1325 4048
Golongan Il/d 0 0 0 0 98 620 718
Golongan ll/c 0 0 0 0 282 340 622
Golongan Il/b 0 0 0 0 6 139 145
Golongan ll/a 0 0 0 0 4 69 73
JUMLAH GOLONGAN I 0 0 0 0 390 1168 1558
Golongan |/d 0 0 0 0 0 42 42
Golongan |/c 0 0 0 0 0 62 62
Golongan I/b 0 0 0 0 0 4 4
Golongan l/a 0 0 0 0 0 2 2
JUMLAH GOLONGAN | 0 0 0 0 0 110 110
TOTAL 0 30 165 290 4687 2616 7788

ACHMA Uzl WONGSOJUDO
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Peraturan Daerah
Nomor : 7 Tahun 2023
Tanggal : 11 Desember 2023

Lampiran XIII :

KABUPATEN SUMENEP
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
> Saldo pada akhir tahun Perkiraan penambahan Perkiraan pengurangan Perkiraan saldo pada
N Nama Aset
° € Jenis Aset T2 tahun T-1 tahun T-1 akhir tahun T-1
1 2 3 4 5 6 7 =4+5-6
KABUPATEN SUMENEP
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-
LAIN TAHUN ANGGARAN 2024
Saldo pada akhir tahun Perkiraan penambahan Perkiraan pengurangan Perkiraan saldo pada
o BT Jeplsgsst T-2 tahun T-1 tahun T-1 akhir tahun T-1
1 2 3 4 5 6 7=4+5-6
Bupati ep
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